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Dengan ini peneliti menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul
“PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR” merupakan karya asli peneliti, bukan merupakan hasil duplikasi maupun
plagiasi dari karya peneliti lain. Jika tesis ini terbukti merupakan hasil duplikasi
maupun plagiasi, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan/atau
sanksi hukum yang berlaku.





Pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk
memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang
dan jasa. Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, sarana dan
prasarana pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan dan disesuaikan
dengan kebutuhan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tersebut di biayai oleh
anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah
Penelitian ini memfokuskan kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang dilakukan di kabupaten kutai timur provinsi kalimantan timur dengan
menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologi dan pendekatan politik
hukum. Data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan
beberapa pejabat yang bersangkutan dengan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur.
Hasil dari penelitian ini antara lain pengadaan barang dan jasa di
kabupaten kutai timur pada umumnya telah sesuai dengan sistem dan mekanisme
yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun, setelah dikaji lebih dalam lagi
masih terdapat beberapa kendala dan adanya perilaku curang yang dilakukan oleh
panitia pengadaan maupun peserta pengadaan.





The procurement of goods and services according to the the Presidential
Regulation Number 54 Year 2010 on the Government Goods and Services
Procurement is an activity to obtained goods and services by the ministry /
institutions / regional work units / other institution begins the process of planning
requirements until completion of all activities to obtain goods and services. Along
with the development of the modern era, government facilities and infrastructure
was varied to follow the progression and tailored to the needs of government.
Procurement of goods and services financed by the budget revenue and
expenditure by country / region
This study focused on the procurement of government goods and services are
conducted in the East Kutai Regency East Kalimantan province with a historical
approach, sociological approach to law and political approaches. The data in this
study were obtained by conducting interviews with some officials concerned with
the procurement of goods and services in the East Kutai district.
The results of this study include the procurement of goods and services in the East
Kutai Regency in general are in accordance with the systems and mechanisms
that have been prescribed in Presidential Decree No. 54 of 2010 on Government
Procurement. However, having examined more deeply there are still some
constraints and the existence of fraudulent behavior committed by the
procurement committee and participants of procurement.
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